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ABSTRAK 

Untuk wilayah perkotaan, transportasi memegang peranan yang cukup 

menentukan. Suatu kota yang baik dapat ditandai, antara lain dengan melihat 

kondisi transportasinya. Transportasi yang baik, aman, dan lancar selain 

mencerminkan keteraturan kota, juga memperlihatkan kelancaran kegiatan 

perekonomian kota. Era modern seperti sekarang ini masyarakat sangat tergantung 

dengan angkutan umum bagi pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, karena 

sebagian besar masyarakat masih menganggap penting keberadaan angkutan 

umum karena sebagai alternatif masyarakat yang tidak memiliki kendaraan 

pribadi atau juga para pedagang dalam membawa barang dagangannya. 

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan 

tanggung jawab perusahaan Trans Metro Pekanbaru terhadap kecelakaan dalam 

pengangkutan penumpang serta bagaimanakah upaya penyelesaian dari 

pengangkut Trans Metro Pekanbaru jika terjadi atas kecelakaan yang dilakukan 

oleh pengangkut. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris melalui sifat deskriptif. Pada 

penelitian ini penulis bermaksud melihat langsung bagaimana pelaksanaan 

perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban Trans Metro Pekanbaru 

terhadap kecelakaan dalam pengangkutan penumpang serta apa saja hambatan dan 

kendala Data Capture di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan PT. Trans Metro 

Pekanbaru. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum 

terhadap penumpang Trans Metro Pekanbaru apabila terjadi kecelakaan maka 

dari perusahaannya sendiri akan memberi subsidi dan pengemudi akan dikenakan 

pemotongan gaji, hal ini dilakukan apabila sebelumnya telah di lakukannya 

mediasi secara kekeluargaan, namun apabila tidak menemukan hasil maka 

kejadian tersebut akan dibawa ke jalur hukum yang mana di dalam Undang-

Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Trans Metro Pekanbaru 
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ABSTRACT 

For urban areas, transportation plays a decisive role. A good city can be 

marked, among others, by looking at the condition of its transportation. Good, 

safe, and smooth transportation not only reflects the orderliness of the city, but 

also shows the smooth running of the city's economic activities. In this modern 

era, people are very dependent on public transportation to fulfill their mobility 

needs, because most people still consider the existence of public transportation 

important because it is an alternative for people who do not have private vehicles 

or also traders in carrying their wares. 

The main problem in this research is how the implementation of the 

responsibility of the Trans Metro Pekanbaru company for accidents in the 

transportation of passengers and how the settlement efforts of the Trans Metro 

Pekanbaru transporter if there is an accident committed by the carrier. 

This type of research is empirical research through descriptive nature. In 

this study, the author intends to see firsthand how the implementation of legal 

protection for the rights and obligations of Trans Metro Pekanbaru against 

accidents in the transportation of passengers and what are the obstacles and 

constraints Data Capture at the Pekanbaru City Transportation Service and PT. 

Trans Metro Pekanbaru. Data collection techniques using interview techniques 

and questionnaires. 

The results of this study indicate that legal protection for Trans metro 

Pekanbaru passengers in the event of an accident, the company itself will provide 

subsidies and the driver will be subject to a salary deduction, this is done if 

mediation has previously been carried out in a family manner, but if it does not 

find results then the incident will be taken to legal channels which are in UU No. 

22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. 

Keywords: Responsibility, Trans Metro Pekanbaru 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.      Latar Belakang Masalah 

Transportasi merupakan hal yang sudah lumrah ditemukan di banyak 

tempat. Seluruh wilayah di Indonesia memiliki alat transportasi yang saling 

menghubungkan satu tempat lainnya. Pentingnya transportasi bagi masyarakat 

Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis 

Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari 

sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan 

dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah 

Indonesia. 
1
 

Transportasi sebagai dasar untuk perkembangan ekonomi dan 

perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi menyebabkan 

adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan 

budaya, adat istiadat dan budaya suatu bangsa atau daerah. Pertumbuhan ekonomi 

suatu daerah atau bangsa tergantung pada tersedianya pengangkutan dalam 

Negara atau bangsa yang bersangkutan.
2
 Tujuan yang dicapai dalam 

pengembangan ekonomi dan beberapa, seperti halnya untuk meningkatkan 

pendapatan nasional, bidang-bidang usaha di daerah-daerah, meningkatkan jenis 

dan jumlah barang jadi dan jasa yang dapat di hasilkan para konsumen. Industri 

nasional mengembangkan diri sehingga dapat menghasilkan devisa serta men-

                                                 
1
 Muhammad Abdulkadir, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Bakti, Bandung, 1998, hlm.7. 

2
 Abbas Salim, Majanamen Tranportasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm.8. 
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supply pasaran dalam negeri dan yang terakhir untuk menciptakan dan 

memelihara tingkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. 3 

Masyarakat yang melakukan kegiatan dengan tujuan yang berbeda-beda 

membutuhkan sarana penunjang pergerakan berupa angkutan pribadi (mobil, 

motor) maupun angkutan umum. Kebutuhan akan angkutan penumpang 

tergantung fungsi bagi kegunaan seseorang (personal place utility). Seseorang 

dapat mengadakan perjalanan untuk kebutuhan pribadi atau untuk keperluan 

usaha.
4
 

Untuk wilayah perkotaan, transportasi memegang peranan yang cukup 

menentukan. Suatu kota yang baik dapat ditandai, antara lain dengan melihat 

kondisi transportasinya. Transportasi yang baik, aman, dan lancar selain 

mencerminkan keteraturan kota, juga memperlihatkan kelancaran kegiatan 

perekonomian kota. Era modern seperti sekarang ini masyarakat sangat 

tergantung dengan angkutan umum bagi pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, 

karena sebagian besar masyarakat masih menganggap penting keberadaan 

angkutan umum karena sebagai alternatif masyarakat yang tidak memiliki 

kendaraan pribadi atau juga para pedagang dalam membawa barang 

dagangannya. Masyarakat yang masih tergantung dengan angkutan umum ini 

tidak di imbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai, terutama 

                                                 
3
 Abbas Salim, Manajemen Transportasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm.8. 

4
 Abbas Salim, Op., Cit.,hlm.2 
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ditinjau dari kapasitas angkutan sehingga akibatnya hampir semua angkutan 

umum yang tersedia terisi penuh dan sesak oleh penumpang.
5
 

Namun Trans Metro Pekanbaru menunjukkan belum optimalnya 

pelaksanaan pelayanan dan mengatasi persoalan transportasi di Kota Pekanbaru 

dimana terjadi kekurangan atau minimnya fasilitas yang disediakan untuk 

pelanggan atau konsumen, serta manajemen yang belum berjalan dengan efektif. 

Pemerintah Kota Pekanbaru disarankan untuk segera melakukan pembenahan, 

pemerataan dan peningkatan fasilitas Trans Metro Pekanbaru. Penambahan 

koridor dan jumlah armada harus segera dilakukan agar semakin banyak 

masyarakat yang bisa dilayani oleh Trans Metro Pekanbaru, bisa dilihat sering 

terlambatnya bus Trans Metro tiba di halte sehingga masyarakat enggan 

menggunakan jasa transportasi umum, belum lagi tidak adanya jalur khusus bagi 

bus trans metro yang menyebabkan terganggunya mobilitas masyarakat dalam 

penggunaan jalan raya.  

Hal ini menyebabkan para penumpang dalam memakai jasa angkutan 

umum terkadang kurang nyaman karena kondisi angkutan umum yang penuh dan 

sesak oleh penumpang. Kejadian-kejadian di atas dapat dikatakan bahwa 

transportasi saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu 

mendapatkan peningkatan kualitas pelayanan transportasi. Peningkatan kualitas 

di sini dari sisi sarana angkutan umum sendiri seperti halnya penambahan jumlah 

armada angkutan umum sehingga para penumpang dalam memakai jasa angkutan 

                                                 
5
 Nugroho, Adi Lanugranto. Konsumen dan Jasa Transportasi. Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Surakarta.2008,hlm 75  
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umum bisa merasa nyaman dan aman dalam menggunakan angkutan umum 

tersebut. 

Peningkatan kualitas sarana angkutan umum penting dilakukan selain 

untuk membuat penumpang nyaman dan aman juga demi meningkatkan minat 

masyarakat untuk memakai jasa angkutan umum. Selain itu perlindungan hukum 

bagi semua pihak yang terkait dengan sistem transportasi terutama pengguna jasa 

transportasi sangat penting mengingat pentingnya peran lalu lintas dan angkutan 

jalan bagi kehidupan orang banyak serta sangat penting bagi seluruh masyarakat, 

maka pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pengangkutan perlu 

di tata dan di kembangkan serta kepentingan masyarakat umum sebagai pengguna 

jasa transportasi perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang baik dari 

pemerintah maupun penyediaan jasa transportasi dan juga perlindungan hukum 

atas hak-hak masyarakat sebagai konsumen transportasi juga harus mendapatkan 

kepastian.
6
 

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan juga perlu dilakukan 

secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas jangkauan dan 

pelayanannya kepada masyarakat dan harus tetap memperhatikan kepentingan 

umum dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan sistem transportasi yang 

diinginkan masyarakat guna memenuhi kebutuhannya. Pembasahan 

pembangunan aspek hukum transportasi tidak terlepas dari efektifitas hukum 

pengangkutan itu sendiri. Angkutan umum memiliki peranan penting dalam 

                                                 
6
 Fidel Miro, Pengantar System Transportasi Erlangga, Jakarta, 2012, hlm.5. 

 



 

5 

pembangunan perekonomian, untuk menuju keberlanjutan angkutan umum 

memerlukan penanganan serius.  

Angkutan merupakan elemen penting dalam perekonomian karena 

berkaitan dengan distribusi barang, jasa, dan tenaga kerja, serta merupakan inti 

dari pergerakan ekonomi di kota, berbagai bentuk modal angkutan umum dengan 

karakteristik dan tingkat pelayanan yang diberikan mewarnai perkembangan 

sistem angkutan umum kota yang seharusnya berorientasi kepada kenyamanan 

dan keamanan sehingga dapat bersaing dengan angkutan pribadi. Angkutan 

merupakan sarana untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke 

tempat lain yang dikehendaki, atau mengirim barang dari tempat asal ke tempat 

tujuan. Angkutan terdiri dari angkutan orang dengan kendaraan bermotor seperti 

sepeda motor, mobil penumpang, maupun tak bermotor dan angkutan barang. 

Dilihat dari kepemilikannya angkutan dibedakan menjadi angkutan pribadi dan 

angkutan umum. Angkutan umum sebagai sarana angkutan untuk masyarakat 

kecil dan menengah supaya dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas 

dan fungsinya dalam masyarakat. Pengguna angkutan umum ini bervariasi, mulai 

dari buruh, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, dan lain- lain.
7
 

Salah satu kasus yang pernah terjadi pada Selasa (3/4/2018) siang pukul 

10.30 WIB bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) terlibat kasus kecelakaan. Seperti 

kecelakaan maut diruas jalan Ahmad Yani Kota Pekanbaru, antara sepeda motor 

dan bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) yang mengakibatkan pemotor tersebut 

                                                 
7
 Ibid.,op.,cit., hlm.1 



 

6 

meninggal dunia dilokasi kejadian.
8
 Yang terjadi didepan Hotel Pangeran antara 

bus Trans Metro Pekanbaru dengan pengendara jalan pada pukul 11.45 WIB dan 

masih banyak kecelakaan yang terjadi. 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan 

jalan di berlakukan agas dapat membantu mewujudkan kapasitas hukum bagi 

pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggara jasa angkutan, baik itu pengusaha 

angkutan serta penumpang. Trans metro Pekanbaru diharapkan dapat mengatasi 

permasalahan transportasi angkutan umum yang ada di wilayah Kota Pekanbaru. 

Sesuai pasal 203 ayat 1 dan 2, ayat 1 menjelaskan bahwa “Pemerintah 

bertanggung jawab keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.”  Ayat 2 poin c 

dan d menjelaskan bahwa : “c. pengkajian masalah keselamatan lalu lintas dan 

angkutan jalan; dan d. manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan”. 
9
 

Undang-undang  Nomor 8 tahun 1999 ayat 1 dan 2 tentang Perlindungan 

Konsumen. Ayat 1 menjelaskan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala 

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan 

kepada konsumen.” Ayat 2 menjelaskan bahwa “Konsumen adalah setiap orang 

pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan 

tidak untuk diperdagangkan.”.
10

 

                                                 
8
 http;//www.GoRiau.com di akses pada Tanggal 4 April 2021 

9
 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 

10
 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 
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Tanggung jawab hukum yang diberikan oleh seseorang atau pengusaha 

dalam kasus yang terjadi antara bus Trans Metro Pekanbaru terhadap pengguna 

jalan yang menjadi korban sehingga mengakibatkan kerugian materi dan formil 

dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1367 KUH 

Perdata bahwa :”Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang 

disebabkan perbuatan sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan 

perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan 

barang-barannya berada di bawah pengawasannya”.
11

 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas ada beberapa permasalahan 

yang sering terjadi di Trans Metro Pekanbaru di antaranya : banyaknya 

penumpang yang tidak mendapatkan tiket, tidak adanya jalur khusus untuk bus 

Trans Metro Pekanbaru, jam operasional yang tidak beraturan di karenakan 

armada yang tidak mencukupi lalu dan supir yang tidak jarang di temukan 

mengendarai bus secara ugal-ugalan sehingga terjadi kasus seperti yang telah 

penulis uraikan di atas. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian 

mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan 

antara  bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) dengan pengguna jalan maka 

penelitian ini diberi judul “Tanggung Jawab Perusahaan Bus Trans Metro 

Pekanbaru (TMP) Terhadap Kerugian Pihak Ketiga Yang Menjadi Korban 

Kecelakaan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan di Pekanbaru” 

                                                 
11

 Pasal 1367 KUH Perdata 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan ditas maka peneliti 

merumuskan pokok masalah yang akan dibahas dan dikembangkan lebih lanjut 

dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:  

a. Bagaimanakah pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Trans Metro 

Pekanbaru terhadap kecelakaan dalam pengangkutan penumpang ? 

b. Bagaimanakah upaya penyelesaian dari pengangkut Trans Metro Pekanbaru 

jika terjadi atas kecelakaan yang dilakukan oleh pengangkut? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka diharapkan penelitian ini memiliki 

tujuan  sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab 

perusahaan Trans Metro Pekanbaru terhadap kecelakaan dalam 

pengangkutan penumpang. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian dari perusahaan 

Trans Metro Pekanbaru jika terjadi kecelakaan yang dilakukan oleh 

pengangkut tersebut.  

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat praktis maupun 

manfaat secara teoritis. 
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1. Manfaat Praktis 

a) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak perusahaan Trans Metro 

Pekanbaru khusus dalam hal tanggung jawab hukum terhadap pihak 

ketiga. 

b) Memberikan wawasan bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai 

tanggung jawab pihak Trans Metro Pekanbaru (TMP) jika terjadi 

kecelakaan. 

2.  Manfaat Teoritis 

a) Selain manfaat praktis yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini 

juga memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi 

para penelitian lain, diharapkan kepada peneliti yang berikutnya dapat 

mengembangkan ilmu pengetahuan hukum bisnis, khususnya dalam 

hal tanggung jawab hukum perusahaan terhadap pihak ketiga. 

b) Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan dalam bidang 

hukum bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. 

D. Tinjauan Pustaka 

Perusahaan yaitu bahwa barulah dikatakan ada perusahaan jika secara terus-

menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan 

mempergunakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian 

perdagangan, ini merupakan perumusan dari Molenggraaf. 

Dari pengertian di atas ada dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu 

perusahaan, yaitu: 
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1. Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, baik berupa suatu 

persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di 

Indonesia. 

2. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis, yang dijalankan 

secara terus menerus untuk mencari keuntungan. 

Dengan demikian, suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur antara lain: 

1. Terus-menerus atau tidak terputus-putus. 

2. Secara terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga) 

3. Dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan) 

4. Mengadakan perjanjian perdagangan 

5. Harus bermaksud memperoleh laba.
12

 

Hal ini menjadi suatu masalah baru dalam masyarakat, karena masyarakat 

belum mengetahui bagaimanakah aturan hukum mengenai kasus tersebut, dan 

bagaimana tanggung jawab dari masing-masing pihak. Tanggung jawab hukum 

yang diberikan oleh seseorang atau penguasa dalam kasus yang terjadi atara Bus 

Trans Metro Pekanbaru terhadap pengguna jalan yang menjadi korban sehingga 

mengakibatkan kerugian materi dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata dalam Pasal 1367 KUH Perdata bahwa : 

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan 

perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan 

perbuatan-perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan 

barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.
13

 

                                                 
12

 Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Rajawali Pers, 

PT.Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.34. 
13

 Pasal 1367 KUH Perdata 
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Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility 

(CSR) menjadi tuntutan yang tak terelakkan seiring dengan bermunculannya 

tuntutan komunitas terhadap perusahaan. Perusahaan sadar bahwa 

keberhasilannya dalam mencapai tujuannya bukan hanya dipengaruhi oleh faktor 

internal saja, melainkan juga faktor komunitas yang berada disekelilingnya. Ini 

artinya, telah terjadi pergeseran antara perusahaan dengan komunitas. Perusahaan 

yang semula memposisikan diri sebagai pemberi donasi melalui kegiatan charity 

dan philanthropy, kini memposisikan komunitas sebagai mitra yang turut andil 

dalam kelangsungan hidup sebuah perusahaan.
14

 

Menjalankan tanggung jawab sosial, perusahaan diharapkan tidak hanya 

mengejar keuntungan jangka pendek, namun turut juga berkontribusi bagi 

peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar 

dalam jangka panjang. Dalam artian bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan 

tidak hanya untuk mendapatkan nilai tambah dari msyarakat, tetapi tanggung 

jawab ini haruslah berkesinambungan (Sustainable) sampai waktu yang cukup 

panjang. 

Perusahaan merupakan salah satu sendi kehidupan masyarakat modern, 

karena perusahaan merupakan salah satu pusat kegiatan manusia guna memenuhi 

kehidupannya. Selain itu, perusahaan juga sebagai salah satu sumber pendapatan 

negara melalui pajak dan wadah tenaga kerja. Dapat dikatakan bahwa suatu 

perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang 

                                                 
14

 http//www. google.com. Tanggungjawab Perusahaan. Di akses pada Tanggal 4 April 2021 
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perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan 

tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan 

pembukuan. 

Hubungan ideal antara bisnis dengan masyarakat menjadi suatu masalah 

perdebatan (a matter of debate). Pendukung konsep tanggung jawab sosial (social 

responsibility) member argumentasi bahwa suatu perusahaan mempunyai 

kewajiban terhadap masyarakat selain mencari keuntungan. Ada beberapa 

definisi tentang CSR, yang pada dasarnya adalah etika dan tindakan untuk turut 

berperan dalam keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan.
15

 

Kata pengangkutan berasal dari kata dasar angkut yang berarti 

mengangkat dan membawa. Dalam kamus hukum tercantum bahwa, 

pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, 

di mana pengangkut mengikatkan diri menyelenggarakan pengangkutan barang 

dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, 

sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.
16

 

Pengangkutan diselenggarakan dengan tujuan untuk membantu 

memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain secara efektif 

dan efisien. Dikatakan efektif karena perpindahan barang atau orang tersebut 

dapat dilakukan sekaligus atau dalam jumlah yang banyak sedangkan dikatakan 

efisien karena dengan menggunakan pengangkutan perpindahan itu terjadi relatif 

                                                 
15

 Hasan Asy’ari, Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial 

Pada PT Newmont, Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas 

Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 27. 
16

 Setiawan Widagdo, Kamus Hukum, PT. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 413. 
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singkat atau cepat dalam ukuran jarak dan waktu tempuh dari tempat asal ke 

tempat tujuan.
17

 

Dalam setiap undang-undang yang dibuat, biasanya dikenal sejumlah asas 

atau prinsip yang mendasari diterbitkannya undang-undang tersebut. Asas-asas 

hukum merupakan pondasi suatu undang-undang dan peraturan pelaksanaanya. 

Mertokusumo menyatakan bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, 

melainkan merupakan pikiran dasar umum dan abstrak, atau merupakan latar 

belakang peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap 

sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan 

hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat- 

sifat atau ciri-ciri umum dalam peraturan konkrit tersebut.
18

 

Di dalam hukum pengangkutan juga terdapat asas-asas hukum. Asas 

hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis yang diklasifikasikan 

menjadi dua, yaitu asas hukum publik dan asas hukum perdata. Berikut uraian 

kedua asas hukum pengangkutan tersebut. Subjek hukum pengangkutan dapat 

berstatus badan hukum, persekutuan bukan badan hukum, dan perseorangan. 

Subjek hukum pengangkutan adalah pendukung hak dan kewajiban dalam 

hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian 

pengangkutan.
19

 Objek adalah segala sasaran yang digunakan untuk mencapai 

                                                 
17

 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III, Hukum Pengangkutan, 

Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 1. 
18

 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 34. 
19

 Lestari Ningrum, Op.,Cit.,hlm. 140 



 

14 

tujuan hukum pengangkutan, yaitu terpenuhinya hak dan kewajiban pihak-pihak 

secara benar, adil, dan bermanfaat.
20

 

Dalam Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan dimuat asas-asas dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan 

yakni: lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan : 

a. Asas transparan yaitu keterbukaan dan penyelenggaraan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan    kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang 

benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan 

berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 

b. Asas akuntabel yaitu penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 

dapat   dipertanggungjawabkan; 

c. Asas berkelanjutan yaitu penjamin kualitas fungsi lingkungan melalui 

pengaturan persyaratan teknis baik kendaraan dan rencana umum 

pembangunan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 

d. Asas partisipatif yaitu pengaturan peran serta masyarakat dalam proses 

penyusunan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa 

yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 

e. Asas bermanfaat yaitu semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam 

rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; 

                                                 
20

 Ibid., hlm. 144 
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f. Asas efisien yaitu pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan yang dilakukan oleh setiap Pembina pada jenjang pemerintahan secara 

berdaya guna dan berhasil guna; 

g. Asas seimbang yang penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 

harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta 

pemenuhan hak dan kewajiban pengguna Jasa dan penyelenggaraan; 

h. Asas terpadu yaitu penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan saling bergantungan 

kewenangan dan tanggung jawab antar instansi Pembina; 

i. Asas mandiri yaitu upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional. 

Dalam Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan diatur mengenai tujuan dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni: 

a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, 

tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong 

perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh 

persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat 

bangsa; 

b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan 

c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.  

 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan kebijakan pelayanan 

transportasi perkotaan yang dikenal dengan Sistem Angkutan Umum Massal 
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(SAUM) Trans Metro Pekanbaru, yang dilaksanakan berdasarkan surat 

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2009, Pemerintah Pekanbaru 

secara resmi meluncurkan Trans Metro Pekanbaru sebagai transportasi umum 

massal yang menggunakan bus sebagai moda transportasi pilihan bagi 

masyarakat. 

 Pelaksanaan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) Trans Metro 

Pekanbaru kerap mendapat kritikan dan keluhan tentang pelayanan dari 

masyarakat. Belum optimalnya Trans Metro memposisikan diri sebagai angkutan 

umum massal yang aman, nyaman, terjadwal, handal dan berkelanjutan. Dalam 

catatan pengelola, sedikitnya telah terjadi beberapa kecelakaan lalu lintas yang 

melibatkan Trans Metro Pekanbaru dengan kendaraan lain diduga karena kurang 

hati-hatinya pengemudi Trans Metro Pekanbaru. 

Penyelenggaraan angkutan penumpang bus wajib mematuhi dan 

melaksanakan berbagai persyaratan ketentuan yang diatur dalam UU No. 22 

Tahun 2009, yang keseluruhannya bersumber pada asas dan tujuan jalan tersebut 

di atas.  Hal ini tersebut merupakan suatu bentuk/wujud upaya memberikan 

perlindungan bagi penumpang, agar terjamin kenyamanan, keamanan dan 

keselamatannya, ada suatu mekanisme social control yang diberlakukan.  

Ada berbagai persyaratan ketentuan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan 

oleh penyelenggara angkutan penumpang bus umum, UU No. 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga memuat ketentuan yang berfungsi 

untuk mencegah (prefentif), agar tidak terjadi pelanggaran terhadap berbagai 
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persyaratan ketentuan yang harus dipatuhi dan harus dilaksanakan oleh 

penyelenggara angkutan penumpang bus umum. Berbagai ketentuan yang 

berfungsi untuk mencegah tersebut, dituangkan dalam berbagai pasal UU No. 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang antara lain memuat 

ketentuan tentang persyaratan Teknis dan Lalu Jalan Kendaraan Bermotor, Surat 

Ijin Mengemudi, Waktu Kerja Pengemudi Kendaraan Umum , Jalan, 

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan.
21

 

E. Konsep Operasional 

Untuk memperjelas agar terhindar dari kesalahpahaman dari pengertian 

terhadap judul ini maka, penulis memberikan batasan terhadap judul penelitian 

ini yaitu : 

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, 

keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Perusahaan adalah organisasi 

yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang 

kegiatannya melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan 

ekonomis manusia. Kegiatan produksi dan distribusi dilakukan dengan 

menggabungkan berbagai faktor produksi, yaitu manusia, alam dan modal. 

Daerah adalah pembagian administratif di Indonesia adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. 

                                                 
21

 jurnal.untag-sby.ac.id di akses 8 april 2021 
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Trans Metro Pekanbaru atau biasa disebut sebagai Trans Metro atau 

busway TMP adalah sebuah sistem transportasi bus rapid transit cepat yang 

terdapat di kota Pekanbaru. 

Kecelakaan adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak di duga dan tidak 

disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa pengguna Jalan lain yang 

mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Pengangkutan 

adal perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana 

pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan 

atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan 

pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan. Penumpang adalah orang 

yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan. 

Undang-Undang adalah Peraturan perundang undangan yang dibentuk 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Lalu 

Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Angkutan 

adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan 

menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, 

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. 
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F. Metode Penelitian 

Sebagaimana yang penulis harapkan untuk mendapatkan data yang 

sistematis dan akurat, maka dalam pembuatan proposal ini penulis menggunakan 

metode penelitian sebagai berikut : 

1. Jenis dan sifat penelitian 

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah observational research 

atau dengan cara wawancara yaitu penelitian yang menggunakan narasumber 

sebagai objek utama dalam pengumpulan data, dan observasi yang akan di 

lakukan di lokasi dimana penulis mengambil sampel kemudian terakhir yaitu 

dengan dokumentasi sebagai bukti pengambilan data yang penulis lakukan 

berupa foto dan beberapa artikel terkait.   

Sedangkan apabila ditinjau dari sifatnya maka penelitian ini dikategorikan 

dalam penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan subjek atau objek 

penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini, 

deksriptif itu adalah masalah yang diteliti yang berkaitan dengan hak dan 

kewajiban trans metro Pekanbaru terhadap kecelakaan dalam pengangkutan 

penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan. 
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2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu di Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang terdapat di 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang terdapat di Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru. Penulis Melakukan Penelitian Di Kota Pekanbaru 

Karena banyaknya laporan dari masyarakat terkait hak dan kewajiban Trans 

Metro Pekanbaru terhadap kecelakaan dalam pengangkutan penumpang di jalan. 

3. Populasi dan Responden 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek atau unit yang akan diteliti 

yang memiliki karakteristik yang sama. Sedangkan responden adalah seluruh atau 

sebagian populasi yang terikat langsung pada data yang dibutuhkan. Teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara, sehingga peneliti 

mendapatkan data secara keseluruhan. 

Sampel adalah perwakilan untuk mewakili dari keseluruhan populasi yang 

ada didalam penelitian. Sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik 

purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sample sumber data dengan 

pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa 

yang kita harapkan, maka dari itu peneliti mengambil sample secara acak oleh 

peneliti. 

Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi 

populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel I.1 

Populasi dan Sampel 

 

No Klasifikasi Responden Populasi Sampel % 

1 Kepala Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru 

1 orang - 100 % 

2 Pengguna Bus Trans Metro Pekanbaru 100orang 20 20 % 

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2021 

4. Data Dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara 

dengan menggunakan alat pengumpul data mengenai: 

a. Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Trans Metro Pekanbaru 

terhadap kecelakaan dalam pengangkutan penumpang. 

b. Upaya Penyelesaian Dari Pengangkut Trans Metro Pekanbaru Yang 

Terjadi atas kecelakaan yang dilakukan Oleh Pengangkut. 

2.   Data Sekunder, ialah data yang didapat dari bahan-bahan bacaan maupun 

literatur panduan, berupa: 

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan. 

c. Sumber-sumber pendukung lain baik dalam bentuk tulisan atau laporan 

yang telah disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan yang ada 

kaitannya dengan penelitian ini. 
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5. Alat Pengumpul Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka alat 

pengumpul data yang dipergunakan adalah Wawancara dan observasi atau 

tinjauan ke lapangan guna mendapatkan informasi dan penjelasan berkenaan 

dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan pertanyaan yang telah 

dipersiapkan sebelumnya. 

6. Analisis Data 

Dari data yang terkumpul dari hasil wawancara penulis melakukan 

pengolahan data, kemudian data dianalisis berdasarkan metode kualitatif
22

, yaitu 

dengan cara memberikan penjelasan dengan menggambarkan hasil penelitian 

yang diperoleh, kemudian membandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori- 

teori dan pendapat para ahli hukum, serta berdasarkan ketentuan hukum dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, kemudian 

setelah data dianalisis, dirumuskan kesimpulan secara induktif yaitu mengambil 

kesimpulan dari hal-hal yang Khusus kepada hal-hal yang umum, yang 

merupakan jawaban akhir dari penelitian yang akan diuji pada sidang akhir 

sarjana. 

7. Metode Penarikan Kesimpulan 
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 Lexy J Moleaong, Metodologi Penelitian Kualitatif., Remaja Nasda Karya, Bandung,  2010, hlm. 

217. 
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Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif adalah 

cara analisis dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh kongkrit atau 

fakta untuk menjelaskan kesimpulan tersebut. Metode deduktif berupa teori 

hukum atau kaidah dalam menyusun suatu penjelasan tentang suatu kejadian 

khusus dalam menarik suatu kesimpulan. Dalam hal ini penulis berusaha untuk 

mengumpulkan data yang kemudian dihubungkan dengan aturan yang ada yang 

berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengguna 

transportasi umum. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Perusahaan 

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini, 

jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk 

menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Salah satu 

kutipan menerangkan bahwa sikap tanggung jawab akan terbentuk, seiring dengan 

pertumbuhan dan perkembangan anak yang berasal dari dalam hati dan kemauan 

sendiri untuk melakukan suatu kewajiban.
23

 

Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah 

konsep tanggung jawab atau pertanggung jawaban hukum. Bahwa seseorang 

bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul 

tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila 

perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
24

Perusahaan sebagai 

suatu badan hukum (recht person) adalah cakap untuk melakukan perbuatan 

hukum (rechtmatige daad). Dalam melakukan perbuatan hukum ia diwakili oleh 

organ atau pengurusnya, sehingga tidak menutup kemungkinan menimbulkan 

kekhilafan (culpa) dan kelalaian (alpa) yang harus dipertanggungjawabkan. 

Secara teoritis, perusahaan sebagai badan hukum (recht person) dapat dimintai 
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 Kemendikbud berjudul “Pendidikan Orang Tua: Mengembangkan Tanggung Jawab Pada Anak” 

(2016) 
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 Hans kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, PT. Raja Grafindo Persada Bandung: 

2006 hlm 95. 
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pertanggungjawabkan yang dapat dibebankan menjadi dua yaitu: pertama, 

tanggung jawab dalam makna liability atau tanggung jawab yuridis atau hukum. 

Kedua, tanggung jawab dalam makna responbility atau tanggung jawab moral 

atau etis. Sejalan dengan perkembangan dan kompleksitas dinamika dunia usaha 

atau bisnis, maka responbility dikembangkan dalam bentuk tanggung social 

perusahaan (corporate social responbility atau disingkat dengan CSR).
25

 

1. Tanggung Jawab Perusahaan dalam Makna “Liability” 

Liability (the state of being liable) merupakan istilah hukum yang luas (a 

broad legal term) yang mengandung makna “it has been referred to as of the most 

comprehensive significance, including almost every character of hazard or 

responsibility, absolute, contingent, or likely. It has been defined to mean: all 

character of debts and obligations.”
26

 Dalam terjemahan bebasnya kurang lebih 

berarti, liability menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi 

hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung 

atau yang mungkin. Liability lebih didefinisikan untuk menunjukkan semua 

karakter hak dan kewajiban. 

Sedangkan menurut Pinto, liability menunjuk kepada akibat yang timbul 

dari akibat kegagalan untuk memenuhi kegagalan standard tertentu, sedangkan 

bentuk tanggung jawabnya diwujudkan dalam bentuk ganti rugi dan pengalihan 
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 Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary menjadi Mandatory, Rajawali 

Pers, Jakarta, 2011, hlm.57. 
26

 Henry Chambell, Black Law Dictionary, fifth Edition, USA: ST. Paul Minn, West Publishing 

Co, 1979, hlm. 823. 
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sebagai akibat dari terjadinya kerusakan atau kerugian. Dengan kata lain tanggung 

jawab dalam makna liability adalah tanggung jawab hukum.
27

 

a. Tanggung Jawab Perusahaan Bersifat Internal 

Bila tanggung jawab perusahaan dalam makna liability dilihat dalam 

perspektif pengelolaan perusahaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu tanggung 

jawab perusahaan bersifat internal dan eksternal. Tanggung jawab perusahaan 

bersifat internal adalah tanggung jawab pengelola perusahaan yang timbul dari 

hubungan hukum terhadap para pemegang saham atau investor dan kepada para 

buruh atau pekerjaanya. Semua itu tidak terlepas dari struktur dari perusahaan itu 

sendiri. Perusahaan dalam bentuk perseroan merupakan kumpulan dari sero-sero 

atau saham-saham, sehingga dalam melakukan aktifitasnya diwakili oleh 

organnya. Menurut pasal 1 angka 2 UUPT organ perusahaan terdiri atas Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Organ yang 

bertanggung jawab atas jalannya perusahaan adalah pengurus dalam hal ini 

Direksi.
28

 Menurut pasal 1 butir 5 UUPT Direksi adalah organ perusahaan yang 

berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk 

kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta 

mewakili perusahaan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan 

ketentuan anggaran dasar. 

                                                 
27

 Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Antara DPRD dan Kepala 

Daerah, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 105-106. 
28

 Busyra Azheri, Op. Cit., hlm. 59. 
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Direksi sebagai pihak yang ditujuk untuk mengurus perusahaan tunduk 

pada dua prinsip dasar, yaitu prinsip kepercayaan atau fidusia (fiduciary duties), 

dan prinsip kemampuan serta hati-hatian (duty of skill and care). Atas dasar 

prinsip tersebut, maka tanggung jawab perusahaan bersifat internal dapat 

dibedakan atas dua yaitu, tanggung jawab kepada pemegang saham atau pemodal 

dan kepada pekerja atau buruh.
29

 

1. Tanggung jawab kepada pemegang saham atau investor  

Direksi atau pengurus sebagai organ dari ketua perusahaan, dimana ia 

tidak bertanggungjawab atas perbuatannya melainkan menjadi tanggung 

jawab diwakilinya, yaitu perusahaan terbatas (PT) yang bersangkutan.
30

 Jadi 

pengurus suatu PT haruslah sebagai orang yang profesional yang sesuai 

dengan tugas dan wewenang sebagaimana diamanatkan, baik oleh UUPT 

maupun putusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Secara umum, maksud dan tujuan didirikannya perusahaan oleh para 

pemegang saham atau investor adalah untuk mendapatkan keuntungan (profit 

orientate). Oleh karena itu tanggungjawab perusahaan kepada pemegang 

saham atau investor meliputi beberapa hal, yaitu: 

a. Berkaitan dengan dividen yang berhak ia terima 

b. Berkaitan dengan harga saham di pasar 

c. Berhak atas sisa asset perusahaan dalam hal terjadinya kepailitan. 
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 Ibid. 
30

 Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perusahaan Terbatas, Citra Aditya, Bandung, 1995, 

hlm.206-207. 
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Jadi tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang saham adalah agar 

perusahaan dapat mewujudkan maksud dan tujuannya, yaitu untuk 

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pertanggung 

jawabkan keuntungan yang transparan, sehingga tanggung jawab ini 

dikatakan sebagai tanggung jawab secara ekonomi. Untuk itu, perusahaan 

harus berusaha agar kinerja ekonomisnya selalu baik dan sehat, sehingga 

mampu menghasilkan keuntungan maksimal (maximization profit).
31

 

2. Tanggung Jawab Kepada Pekerja atau Buruh 

Keberadaan pengurus suatu perusahaan tidak ada artinya tanpa adanya 

pekerja atau buruh. Keberadaan pekerja atau buruh mempunyai peranan yang 

sentral dalam pencapaian tujuan suatu perusahaan. Oleh karena itu, 

perusahaan harus bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak pekerja atau 

buruh. Bila dilihat dari undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang 

ketatanegaraan (UUK) terlihat begitu banyaknya tanggung jawab yang harus 

diemban oleh perusahaan terhadap pekerja atau buruh. Namun, menurut G. 

Velasquez ada dua masalah mendasar yang berkaitan dengan tanggung jawab 

perusahaan terhadap pekerja atau buruh, yaitu masalah gaji dan kondisi kerja. 

Gaji dan kondisi kerja merupakan aspek konspensasi yang diterima pekerja 

atau buruh jasa yang ia berikan, dan keduanya berkaitan dengan masalah 

apakah pekerja atau buruh menyetujui akan kontrak kerja secara sukarela dan 
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sadar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.
32

 

Tanggung jawab perusahaan tetang gaji dan kondisi kerja ini berkaitan 

juga dengan Pasal 1602 buku III KUHPerdata, khususnya yang mengatur 

tentang perjanjian kerja yang menegaskan bahwa “si majikan diwajibkan 

membayar kepada si buruh upahnya pada waktu yang telah ditentukan”.  

Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka majikan wajib 

mengganti kerugian yang menimpa buruh dalam menjalankan pekerjaannya, 

kecuali ia dapat membuktikannya bahwa tidak dipenuhinya kewajiban-

kewajiban itu disebabkan oleh keadaan memaksa, atau bahwa kerugian 

tersebut sebagian besar disebabkan oleh kesalahan buruh sendiri. 

Selain tanggung jawab perusahaan sebagaimana dimaksud di atas, 

masih banyak lagi tanggung jawab perusahaan dalam makna hak pekerja atau 

buruh yang harus diperhatikan oleh perusahaan, seperti, hak atas upah yang 

adil, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas perlindungan keamanan 

dan kesehatan, hak untuk diproses hukum secara sah, hak untuk diperlakukan 

secara sama, hak atas rahasia pribadi, dan hak atas kebebasan suara hati.
33

 

Namun, dalam implementasinya hak-hak tersebut tergantung pada 

perkembangan ekonomi dan sosial budaya dimana perusahaan itu beroperasi. 
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Undang-Undang Ketenagakerjaan secara tegas mengatur tentang 

perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan pekerja atau buruh, seperti:
34

 

a. Pasal 79 UUK, dimana pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti 

kepada pekerja atau buruh. 

b. Pasal 80 UUK, menegaskan bahwa perusahaan wajib memberikan 

kesempatan yang secukupnya kepada pekerja atau buruh untuk 

melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. 

c. Pasal 82 UUK, menyatakan bahwa pekerja atau buruh perempuan berhak 

memperoleh istirahat selama dua setengah bulan sebelum saatnya 

melahirkan anak dan satu setengah bulan sesudah melahirkan menurut 

perhitungan dokter kandungan atau bidan. Pekerja atau buruh perempuan 

yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat satu 

setengah bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau 

bidan. 

d. Pasal 85 UUK dimana perusahaan dapat memperkerjakan pekerja atau 

buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat 

pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus 

menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan pekerja atau 

buruh dengan pengusaha. 

e. Pasal 86 UUK mengatur hak-hak pekerja atau buruh berkaitan dengan 

keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa 
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perusahaan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja, 

moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan 

martabat manusia serta nilai-nilai agama. 

f. Pasal 87 UUK menegaskan bahwa perusahaan wajib menerapkan sistem 

manajemen keselamatan dan kesejahteraan kerja yang terintegrasi dengan 

sistem manajemen perusahaan. 

g. Pasal 88 ayat 3 UUK berkaitan dengan sistem pengupahan meliputi: a. 

upah minimum, b. upah kerja lembur, c. upah tidak masuk kerja karena 

berhalangan, d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di 

luar pekerjaannya, e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat 

kerjanya, f. bentuk dan cara pembayaran upah, g. denda dan potongan 

upah, h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, i. struktur dan 

skala pengupahan yang proporsional, j. upah untuk pembayaran pesangon, 

dan k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.,
35

 

Berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan pekerja atau buruh, dalam Pasal 101 UUK ditegaskan bahwa 

perusahaan harus memfasilitasi dibentuknya koperasi. Selain itu, dalam upaya 

memperjuangkan hak-hak mereka, pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi 

anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Dalam melaksanakan fungsi maksud, 

serikat pekerja atau buruh berhak menghimpun dan mengelola keuangan serta 
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mempertanggungjawabkan keuangan serta mempertanggungjawabkan keuangan 

organisasi termasuk dana mogok. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, seyogyanya peraturan perusahaan yang 

berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja atau buruh 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Larangan praktik diskriminasi. 

b. Menjamin kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja. 

c. Memberi gaji atau upah yang adil. 

d. Larangan memberhentikan pekerja atau buruh dengan semena-mena. 
36

 

Selain keempat hal tersebut, dalam peraturan perusahaan perlu juga diatur 

mengenai: 

a. Menciptakan komunikasi atas dasar kejujuran dengan pekerja dan terbuka 

dalam memberikan informasi. 

b. Setiap konflik yang terjadi dalam perusahaan diselesaikan atas dasar 

musyawarah. 

c. Mendorong dan membantu pekerja dalam upaya mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan. 

b. Tanggung Jawab Perusahaan Bersifat Eksternal 

Tanggung jawab perusahaan bersifat eksternal adalah tanggung jawab 

perusahaan yang timbul dari akibat hukum aktifitasnya, baik terhadap pihak ke 

tiga dan lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Dalam hukum keperdataan 
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prinsip-prinsip tanggung jawab yang timbul sebagai akibat hukum dari aktifitas 

usaha suatu perusahaan dapat dikelompokkan atas dua hal yaitu tanggung jawab 

yang timbul karena perjanjian dan karena ketentuan Undang-undang.
37

 

1. Tanggung Jawab Karena Perjanjian atau Kontrak 

Setiap perjanjian yang dibuat perusahaan merupakan ketentuan yang 

bersifat mengikat sebagaimana ditegaskan Pada Pasal 1338 KUHPerdata 

sebagai berikut: 

a. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-

undang bagi mereka yang membuatnya. 

b. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan 

sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-

undang dinyatakan cukup untuk itu. 

c. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, tidak ada alasan bagi para 

pihak untuk tidak melaksanakan apa yang telah mereka sepakati. Ketentuan ini 

dikenal dengan asas “pacta sunt servanda” (perjanjian yang dibuat secara sah 

mengingat para pihak). Bagi pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian ini 

disebut melakukan wanprestasi.
38

 Setiap pihak yang melakukan wanprestasi bisa 

dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan apa  yang telah disepakati dalam 

perjanjian. Dengan demikian, tanggung jawab yang lahir atas dasar perjanjian bisa 
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disebut sebagai tanggung jawab hukum, sepanjang memenuhi syarat sah suatu 

perjanjian.  

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 1338 Tom Connon menyatakan bahwa 

pada saat suatu perusahaan memulai aktivitas usahanya, maka pada saat yang 

bersamaan itu pula lahirnya kontrak sosial antara perusahaan dengan 

masyarakat.
39

 

2. Tanggung Jawab Karena Undang-undang 

Masyarakat pasca industri mengalami perubahan yang mendasar 

mengenai dunia bisnis, hal ini terlihat dari tujuan dan asumsi mereka mengenai 

strategi sumber daya, yaitu dari finansial capital menjadi human capital, dari 

memperoleh keuntungan secara maksimal berubah menjadi manusia sebagai 

sasaran utama dan sasaran akhir.
40

 Dengan kata lain, pendekatan dunia usaha 

lebih mengedepankan pendekatan para pihak-pihak yang berkepentingan 

(stakeholder). Stakeholder meliputi pelanggan, pengelola perusahaan atau 

manajemen perusahaan, pekerja, pemegang saham, pemasok, pesaing, 

masyarakat dan lain-lain. 

Pendekatan stakeholder ini tidak akan ada artinya apabila perusahaan 

dalam mewujudkan tujuan bisnisnya tidak tunduk pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terlihat dari proses pendirian 

sampai dengan aktifitas perusahaan itu sendiri, baik berkaitan dengan syarat 
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formal maupun materil. Seperti syarat formal, dimana setiap perusahaan harus 

didaftarkan, memiliki izin usaha, memilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 

dan lain-lain. Sedangkan syarat materil, berkaitan dengan pendirian perusahaan 

di mana harus dipenuhi syarat-syarat seperti akta pendirian atau anggaran 

dasar, nama perusahaan dan lain sebagainya. 

2.  Tanggung jawab Perusahaan dalam makna Responsibility  

Responsibility (tanggung jawab) yaitu terdiri dari dua suku kata yaitu 

response (tanggapan) dan ability (kemampuan), sehingga pada dasarnya tanggung 

jawab menunjukkan kemampuan yang dimiliki seseorang atau sebuah organisasi 

perusahaan untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai hal yang dimintakan 

tanggapannya kepada orang atau perusahaan tersebut terhadap pihak lain.
41

 

Responsibility berarti “the state of being answerable for an obligation, and 

includes judgement, skill, ability and capacity.”
42

 Dalam terjemahan bebasnya 

kurang lebih berarti “hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, 

dan termasuk putusan, keahlian, kemampuan dan kecakapan”. Selain itu 

responsibility juga berarti “the obligation on answer for an act done, and to repair 

or otherwise make restitution for any injury it may have caused.”
43

 Dalam 

terjemahan bebasnya kurang lebih berarti “kewajiban bertanggungjawab atas 

undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi 

ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkan”. 
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Sedangkan menurut Burhanudin Salam menjelaskan bahwa tanggung jawab 

yaitu: “responsibility is having the character of a free moral agent: capable of 

determining one’s acts;capable deterred by consideration of sanction or 

consequences” dari pengertian ini dapat dicatat dua hal yaitu: 

a. Harus ada kesanggupan untuk menempatkan sesuatu perbuatan. 

b. Harus ada kesanggupan untuk memikul risiko dari sesuatu perbuatan.
44

 

Bila kata tanggung jawab dalam makna responsibility dilihat secara filosofis 

terdapat tiga unsur yaitu: 

a. Kesadaran (ewareness) 

Berarti tahu, kenal, mengerti dapat memperhitungkan arti, guna sampai 

kepada soal akibat perbuatan atau pekerjaan yang dihadapi. Dengan kata 

lain, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban, bila yang 

bersangkutan sadar tentang apa yang dilakukannya. 

b. Kecintaan atau kesukaan (affection) 

Berarti suka, menimbulkan rasa kepatuhan, kerelaan dan kesediaan 

berkorban. Rasa cinta timbul atas dasar kesadaran, apabila tidak ada 

kesadaran berarti rasa kecintaan tidak akan muncul. Jadi cinta timbul atas 

dasar kesadaran, atas kesadaran inilah lahirnya rasa tanggung jawab. 

c. Keberanian (bravery) 

Berarti merupakan suatu rasa yang didorong keikhlasan tidak ragu-ragu dan 

tak takut dengan rintangan. Suatu, keberanian mesti disertai dengan 
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perhitungan, pertimbangan, dan kewaspadaan atas segala kemungkinan. 

Dengan demikian, keberanian itu timbul atas dasar tanggung jawab.
45

 

Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah 

organisasi untuk melindungi dan memberikan kontribusi kepada masyarakat 

dimana ia berada, sebuah organisasi ia mengemban tanggung jawab sosial dalam 

tiga domain, yaitu: pelaku organisasi, pada lingkungan alam, pada kesejahteraan 

sosial secara umum.
46

 

Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan 

sebagai berikut:
47

 

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (Liability based on 

fault) 

Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum 

perdata khususnya Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan 

Hukum, berbunyi: 

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada 

orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena 

kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.” 

Definisi tersebut memberi pengertian bahwa perbuatan melawan 

hukum ini tidak hanya perbuatan positif, tetapi juga perbuatan negatif yang 

meliputi tidak berbuat sesuatu yang seharusnya menurut hukum orang harus 
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berbuat. Pengertian kesalahan disini adalah pengertian umum, yaitu baik 

karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Adapun yang menjadi ukuran 

atau kriteria perbuatan pelaku adalah perbuatan manusia normal yang dapat 

membedahkan kapan dia harus melakukan sesuatu dan kapan dia tidak 

melakukan sesuatu.
48

 

Vicarious liability mengandung pengertian, majikan bertanggung 

jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan 

yang dibawah pengawasannya. Corporate liability memiliki pengertian 

yang sama dengan vicarious liability. Menurut doktrin ini, lembaga yang 

menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap 

tenaga yang diperkerjakannya. 

Persoalan semacam ini tidaklah sederhana, karena dalam praktek 

belum tentu setiap pengangkut bersedia akan mengakui kesalahannya. Jika 

demikian, maka pihak penumpang, pengirim atau penerima barang atau 

pihak ketiga tidak boleh bertindak sepihak dan harus dapat membuktikan 

bahwa kerugian terjadi karena kesalahan pengangkut. Pembuktian tersebut 

dilakukan di Pengadilan untuk diputus oleh hakim.
49

 

2. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (presumtion of liability) 

Menurut prinsip ini, tergugat (pengangkut) dianggap bertanggung 

jawab atas segala kerugian yang timbul, tetapi tergugat dapat membebaskan 

tanggung jawabnya, apabila ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak 
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bersalah (absence of fault). Pada dasarnya prinsip tanggung jawab 

berdasarkan adanya kesalahan, tetapi dengan pembalikan beban pembuktian 

kepada pihak tergugat.
50

 

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab 

sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada 

pada si tergugat. Apabila pihak tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan 

pengangkut, maka ganti rugi tidak akan diberikan. Berkaitan dengan prinsip 

tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum pengangkutan dikenal empat 

variasi: 

a) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia 

dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal diluar 

kekuasaannya. 

b) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat 

membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk 

menghindari timbulnya kerugian. 

c) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat 

membuktikan, kerugian yang timbul bukan karna kesalahannya. 

d) Pengangkut tidak bertanggung jawab jika kerugian itu ditimbulkan 

oleh kesalahan penumpang atau kualitas barang yang tidak baik. 

Dalam KUHD menganut prinsip tanggung jawab praduga. Dalam 

ketentuan Pasal 468 ayat 2 KUHD berbunyi: 
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“Apabila barang yang diangkut itu tidak diserahkan sebagian atau 

seluruhnya atau rusak, pengangkut bertanggung jawab mengganti 

kerugian kepada pengirim, kecuali ia dapat membuktikan bahwa 

diserahkan sebagian atau seluruh atau rusaknya barang itu karena 

peristiwa yang tidak dapat dicegah atau tidak dapat dihindari 

terjadinya.”
51

 

Dengan demikian bahwa prinsip tanggung jawab karena kesalahan 

adalah asas, sedangkan prinsip tanggung jawab karena praduga adalah 

pengecualian yang artinya bahwa pengangkut bertanggung jawab atas setiap 

kerugian yang timbul dalam penyelenggaran pengangkutan, tetapi jika 

pengangkut berhasil membuktikan bahwa ia tidak bersalah atau lalai maka 

ia akan dibebaskan dari tanggung jawab. 

3. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (presumtion 

nonliability principle) 

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu 

bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi 

konsumen yang sangat terbatas.
52

 Prinsip ini lebih diterapkan pada kasus-

kasus seperti kasus yang dimana apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas 

yang mempunyai peran aktif dalam melakukan pembuktian adalah pihak 

penggugat.  
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Berdasarkan penjelasan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009, penerapan prinsip ini dapat dilihat dari pasal 194 ayat (1) yang 

menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab 

atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat 

membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan 

Perusahaan Angkutan Umum sehingga ia dapat menuntut ganti kerugian 

yang ia derita. 

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (strict liability) 

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering diidentikan 

dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability). Dengan begitu 

para ahli membedahkan kedua terminologi diatas.
53

 Ada pendapat 

mengatakan strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan 

kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Tetapi, ada pengecualian 

yang memungkinkan dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya dalam 

keadaan force majure. Sebaliknya absolute liability adalah prinsip tanggung 

jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.  

Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggung 

jawaban perdata (Civil Liability).
54

 Tanggung jawab perdata merupakan 

suatu instrumen hukum perdata dalam konteks penegakkan hukum untuk 

mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut. 

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability principle) 
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Prinsip ini berhubungan dengan semua prinsip tanggung jawab yang 

telah dikemukakan, yaitu baik based of fault, presumtion of liability maupun 

absolute liability. Pembatasan tanggung jawab pengangkut pada dasarnya 

merupakan batasan dalam jumlah ganti rugi yang harus dijabarkan dalam 

ketentuan perundangan dibidang angkutan. 

Beberapa alasan digunakannya prinsip ini yaitu: 

a) Dalam kegiatan pengangkutan risiko terbesar ada pada pengangkut, 

maka sudah sepantasnya risiko itu dibatasi, walaupun mungkin 

dipandang dari sudut moral, pembatasan tanggung jawab terhadap 

korban yang mengalami kerugian baik menderita luka-luka atau 

meninggal adalah tidak pantas. 

b) Pengangkut tidak boleh mengadakan syarat-syarat perjanjian 

pengangkutan yang meniadakan tanggang jawabnya 

c) Adanya limit tertentu sebagai dasar untuk menyelesaikan tuntutan 

ganti rugi dengan secepat-cepatnya dan semudah-mudahnya tanpa 

harus meminta perantaraan hakim lagi. Setidaknya pencantuman limit 

ganti rugi dalam perundang-undangan dibidang angkutan akan 

memberikan pedoman yang jelas baik bagi pengangkut maupun pihak 

yang menuntut ganti rugi mengenai ganti rugi yang harus dibayarkan. 

Menurut kamus administrasi, responsibility adalah keharusan seseorang 

untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Selain 

itu disebutkan juga bahwa pertanggungjawaban mengandung makna bahwa 
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meskipun seseorang mempunyai kebebasan  dalam melaksanakan sesuatu tugas 

yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil 

atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan 

secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.
55

 

Pada sisi lain Pinto menegaskan bahwa responsibility ditujukan pada 

indikator penentu atas lahirnya suatu tanggung jawab, yakni suatu standar yang 

telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu kewajiban harus ditaati. Jadi prinsip 

tanggung jawab dalam arti responsibility lebih menekankan pada suatu perbuatan 

yang harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala 

risiko dan atau konsekuensi apa pun dari perbuatan yang didasarkan atas moral 

tersebut. Dengan kata lain responsibility merupakan tanggung jawab dalam arti 

luas yaitu tanggung jawab yang hanya disertai sanksi moral. Sehingga tidak salah 

apabila pemahaman sebagian pelaku usaha dan/atau perusahaan terhadap CSR 

hanya sebatas tanggung jawab moral yang mereka wujudkan dalam bentuk 

philanthropy maupun charity.
56

 

Mengingat perusahaan sebagai subjek hukum dalam makna rechts persoon 

dalam aktivitas usahanya sudah barang tentu akan melakukan berbagai hubungan 

hukum (rechts betrekking) antar subjek hukum. Hubungan hukum itu sendiri 

merupakan suatu peristiwa yang diatur dalam hukum. Dalam hal ini akan terjadi 

interaksi antara subjek hukum yang akan melahirkan hak dan kewajiban (rechten 
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en plichten). Di sinilah peran hukum dibutuhkan untuk mengatur dan menata 

hubungan tersebut, agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat 

ditegakkan dan sekaligus dilindungi (bescherming), karena hukum diciptakan 

untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Pada saat, subjek hukum 

melalaikan kewajiban hukum yang lain, kepada subjek hukum yang melalaikan 

kewajiban dan melanggar hak dibebani tanggung jawab, baik dalam makna 

liability atau responsibility. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara tanggung jawab dalam 

makna responsibility dengan tanggung jawab dalam makna liability pada 

prinsipnya hanya terletak pada sumber pengaturannya. Jika tanggung jawab itu 

belum ada pengaturannya secara eksplisit dalam suatu norma hukum, maka 

termasuk dalam makna responsibility. Sebaliknya, jika tanggung jawab itu benar 

diatur dalam norma hukum, maka termasuk dalam makna liability.
57

 

B. Tinjauan Umum Tentang Angkutan Umum 

Menurut H.M.N. Purwosutjipto pada buku yang berjudul Pengertian Pokok 

Hukum Dagang, Buku 3 Hukum Pengangkutan perjanjian pengangkutan 

merupakan perjanjian campuran antara perjanjian pelayanan berkala dengan 

perjanjian penyimpanan (bewaargeving) yang di dalamnya terdapat unsur 

pemberian kuasa (lastgeving).
58

 Perjanjian pelayanan berkala terjadi karena 

hubungan antara pengangkut dan pengirim tidak berlangsung terus-menerus, 

melainkan hanya pada saat tertentu di kala pengirim hendak mengirimkan barang. 
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Pengangkutan Melalui Jalur Darat, salah satu dasar hukum angkutan darat yaitu 

UU nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
59

 

1. Macam-macam Angkutan 

Abbas Salim membagi angkutan yang digunakan yang dapat di 

klasifikasikan menururt unsur-unsur operasional dalam beberapa golongan 

seperti: 

a. Angkutan Darat 

Angkutan darat terdiri dari 3 macam yaitu angkutan jalan raya, 

angkutan kereta api, angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
60

 

b. Angkutan Laut 

Hukum pengangkutan di laut adalah bagian atau lingkungan 

keperdataan dari hukum laut karena apabila kita berbicara tentang hukum 

laut hal ini tidak hanya terbatas pada lingkungan hukum privatnya saja 

tetapi juga meliputi hal-hal termasuk lingkungan hukum publik dari hukum 

laut itu.
61

 

Angkutan laut mempunyai fungsi untuk pengoperasian pelayaran 

dalam negeri dan luar negeri dengan menaikkan kualitas pelayanan jasa-jasa 

angkutan, dalam bidang operasi meningkatkan produktifitas angkutan laut, 

penyediaan fasilitas pelabuhan untuk berlabuh kapal-kapal dan dalam 
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operasional angkutan laut sasaran utama ialah pemerataan ekonomi nasional 

dalam pembangunan. 

c. Angkutan Udara 

Angkutan udara mempunyai fungsi sebagai penyedia jasa angkutan 

udara serta meningkatkan pelayanan, peningkatan armada atau pesawat 

udara serta menjaga keselamatan penumpang selaku pemakai jasa dan 

pengembangan jasa-jasa angkutan udara atas dasar pertumbuhan ekonomi.
62

 

Kemajuan komunikasi antar negara maka soal hubungan melalui udara 

menjadi sangat meningkat yang menumbuhkan hubungan hukum lalu lintas udara 

nasional yang berciri internasional, bahkan dapat dikatakan hukum nasional lalu 

lintas udara hanya merupakan penerapan dan penyesuaian dari hukum lalu lintas 

internasional internasional yang dimuat dalam berbagai perjanjian antar negara. 

Sumber hukum yang utama dari ketentuan-ketentuan mengenai pengangkutan 

udara adalah yang tercantum dalam "perjanjian yang diadakan di Warsawa pada 

tanggal 12 Oktober 1929", yang penerapannya di Indonesia diatur dalam 

ordonnantie pengangkutan udara. Di Indonesia mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 

1939. 

2. Pengertian Angkutan Umum 

Pengertian Angkutan menurut Undang Undang Lalu Lintas Dan Angkutan 

jalan yaitu perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain 
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dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
63

 Angkutan adalah 

kegiatan pemindahan orang dan/barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain 

(tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan) kendaraan yang harus 

diperhatikan adalah keseimbangan antara kapasitas moda angkutan dengan jumlah 

barang maupun orang yang memerlukan angkutan. Jika dirumuskan dalam suatu 

kalimat yang dimaksud angkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau 

penumpang ke dalam alat tempat pemuatan yang diangkat ke tempat tujuan dan 

diturunkan ke tempat yang telah ditetapkan.
64

  

Angkutan umum adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu 

tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan 

untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran. 

Angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang dilakukan 

dengan sistem sewa atau membayar. Juga dikatakan bahwa yang termasuk dalam 

pengertian angkutan umum penumpang adalah angkutan kota (bus, minibus, dsb), 

kereta api, angkutan air, dan angkutan udara.
65

 Angkutan umum ada untuk tujuan 

menyelenggarakan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat dan ukuran 

pelayanan yang baik adalah pelayanan yang aman, nyaman, cepat dan murah. 

Angkutan Umum Penumpang bersifat massal sehingga biaya angkut dapat 

dibebankan kepada lebih banyak orang atau penumpang yang menyebabkan biaya 
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penumpang dapat ditekan serendah mungkin.
66

 Angkutan penumpang merupakan 

angkutan massal sehingga perlu ada kesamaan diantara para penumpang seperti 

kesamaan asal dan tujuan. Kesamaan ini dicapai dengan cara pengumpulan di 

terminal dan atau tempat perhentian tetapi kesamaan tujuan tidak selalu berarti 

kesamaan maksud. Angkutan umum massal memiliki trayek dan jadwal 

keberangkatan yang tetap sehingga pelayanan angkutan umum terhadap 

penumpang akan berjalan dengan baik sehingga dapat tercipta keseimbangan 

antara ketersediaan dan permintaan. Pemerintah mempunyai peran penting dan 

campur tangan khusus untuk mewujudkan keseimbangan antara ketersediaan dan 

permintaan guna mencapai pelayanan angkutan umum penumpang yang sesuai 

dengan Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  

3. Asas Angkutan Umum 

Dalam setiap Undang-undang yang dibuat pembentuk Undang-undang, 

biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya 

Undang-undang tersebut. Asas-asas hukum merupakan fondasi suatu Undang-

undang dan peraturan pelaksanaannya. Bila asas-asas dikesampingkan, maka 

runtuhlah bangunan Undang-undang itu dan segenap peraturan pelaksanaannya.
67

 

Ada beberapa asas-asas dalam angkutan umum : 

a. Asas Koordinasi 
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Asas ini mensyaratkan kedudukan yang sejajar antara pihak-pihak 

dalam perjanjian pengangkutan walaupun perjanjian pengangkutan 

merupakan "pelayanan jasa", asas subordinasi antara buruh dan majikan 

pada perjanjian perburuan tidak berlaku pada perjanjian pengangkutan. 

b. Asas Campuran 

Perjanjian pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis 

perjanjian, yaitu pemberian kuasa dari pengirim kepada pengangkut, 

penyimpan barang dari pengirim kepada pengangkut, dan melakukan 

pekerjaan pengangkutan yang diberikan oleh pengirim kepada pengangkut. 

Jika dalam perjanjian pengangkutan tidak diatur lain, maka diantara 

ketentuan ketiga jenis perjanjian itu dapat diberlakukan. Hal ini ada 

hubungannya dengan asas konsensual. 

c. Asas Tidak Ada Hak Retensi 

Penggunaan hak retensi sangat bertentangan dengan fungsi dan tujuan 

pengangkutan karena penggunaan hak retensi akan menyulitkan pengangkut 

sendiri seperti penyediaan tempat penyimpanan, biaya penyimpanan, 

penjagaan dan perawatan barang. 

4. Sistem Angkutan Umum 

Secara umum ada 2 kelompok besar sistem angkutan umum, yaitu:
68

 

a. Sistem Setoran 
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Sistem setoran yaitu sistem yang biasanya diterapkan oleh perusahaan 

swasta di bidang angkutan dengan orientasi kepada jumlah pendapatan, 

termasuk juga yang mengoperasikan bus-bus besar dan memberikan target 

kepada pengemudi yang dikenal dengan istilah populer "setoran". Sistem 

setoran tidak hanya membuat para pengemudi menjadi ofensif, tetapi juga 

lepas kendali dari atasannya yaitu operator. Kondisi ini yang membuat 

pengemudi tidak bisa mengoperasikan busnya dengan tertib dan mematuhi 

jadwal perjalanan. Mereka justru didorong untuk melanggar peraturan, tanpa 

memperdulikan keselamatan penumpang. 

b. Sistem Rute Metoda Baru 

Sistem ini merupakan sistem baru dan masih asing bagi masyarakat yang 

diujicobakan pada ruas Rawamangun-Pasar Baru sejak 12 Agustus 1991. 

Walaupun masih bersifat percontohan namun hasilnya bisa berjalan mulus, 

sesuai hasil evaluasi pada bulan November 1991 menunjukkan bahwa 

sambutan penumpang di ruas jalan tersebut amat baik. Bus-bus RMB yang di 

dalamnya hanya ada seorang pengemudi sebagai satu-satunya awak, beroperasi 

menurut jadwal tetap, menaikkan dan menurunkan penumpang hanya pada 

tempat-tempat resmi, meminta penumpang untuk naik lewat pintu depan dan 

langsung membayar ongkos ke dalam kotak dengan uang pas dan turun lewat 

pintu belakang. Pintu-pintu selalu tertutup dan dibuka oleh pengemudi lewat 

kendali jauh.
69
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5. Permintaan terhadap Angkutan Umum  

Menurut Morlok E.K. transportasi manusia pada dasarnya bukanlah 

merupakan tujuan akhir, melainkan dilakukan dalam rangka mencapai suatu 

tujuan lain. Oleh karena itu permintaan atau jasa transportasi merupakan 

permintaan atau jasa transportasi merupakan permintaan turunan (Derived 

Demand) yang timbul akibat adanya permintaan atau komoditas atau jasa lain.
70

 

Pada dasarnya permintaan atas jasa transportasi ini diturunkan dari dua hal, yaitu: 

1. Kebutuhan seseorang untuk berjalan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya 

untuk melakukan kegiatan seperti, bekerja, sekolah, ibadah, belanja, dll. 

2. Permintaan akan barang tertentu agar tersedia di tempat yang diinginkan. 

Untuk angkutan penumpang, karakter turunan dari permintaan dicerminkan 

pada faktor-faktor yaitu: 

1. Jenis jenis kegiatan yang mempengaruhi suatu tempat atas tingkat 

pencapaian tujuan perjalanan di tempat itu. 

2. Biaya untuk mencapai tempat tujuan dari tempat asal penumpang. 

3. Karakteristik alat transportasi sebagai faktor utama dalam menentukan 

moda dan rute yang akan ditempuh. 

4. Jumlah orang atau penduduk. 

5. Penghasilan penduduk. 

6. Pengguna Angkutan Umum 
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Menurut Miro, 2008 dalam Ardiansyah, 2015 menyatakan bahwa 

masyarakat pelaku perjalanan (konsumen jasa transportasi) dapat dikelompokan 

ke dalam dua kelompok pengguna, yaitu:
71

 

a. Golongan Paksawan (captive) 

Golongan Paksawan (captive) merupakan jumlah terbesar di negara 

berkembang, yaitu golongan masyarakat yang terpaksa menggunakan angkutan 

umum, karena ketiadaan mobil pribadi. Mereka secara ekonomi adalah 

golongan masyarakat lapisan menengah ke bawah (miskin atau ekonomi 

lemah). 

b. Golongan Pilihan (choice) 

Golongan Pilihan (choice) merupakan jumlah terbanyak di Negara-

negara maju, yaitu golongan masyarakat yang mempunyai kemudahan (akses) 

ke kendaraan pribadi dan dapat memilih untuk menggunakan angkutan umum 

atau angkutan pribadi. Mereka secara ekonomi adalah golongan masyarakat 

lapisan menengah ke atas (kaya atau ekonomi kuat).
72

 

7. Karakteristik Pengguna Angkutan Umum 

Karakteristik Pengguna Angkutan Umum terdiri dari variabel-variabel yang 

memberi kontribusi pada pengguna dalam memilih moda angkutan umum. 

Menurut Bruton, variabel-variabel tersebut di antaranya adalah:
73
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a. Variabel pendapatan (income), berupa daya beli sang pelaku perjalanan 

untuk membiayai perjalanannya entah dengan mobil pribadi atau angkutan 

umum. 

b. Variabel kepemilikan kendaraan (car ownership), berupa tersedianya 

kendaraan pribadi sebagai sarana melakukan perjalanan. 

c. Variabel kondisi kendaraan pribadi (tua, jelek, baru, dan Iain-lain). 

d. Variabel kepadatan pemukiman (density of residential development). 

e. Variabel sosial ekonomi lainnya, seperti struktur dan ukuran keluarga 

(pasangan muda, punya anak, pensiun, atau bujangan dan lain-lain), usia, 

jenis kelamin, jenis pekerjaan, lokasi pekerjaan, punya lisensi mengemudi 

(SIM) atau tidak, dan lain sebagainya.
74

 

C. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas Beserta Pengaturannya 

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi 

nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan 

keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan 

jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan 

wilayah. 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan bahwa lalu lintas adalah 

gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
75
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a. Asas Transparan  

Keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas dan 

jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi 

pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

b. Asas Akuntabel  

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

c. Asas Berkelanjutan 

Penjamin kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan 

teknis lain kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan 

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

d. Asas Partisipatif 

Pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusun kebijakan, 

pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan 

pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

e. Asas Bermanfaat 

Semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 

dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. 

f. Asas Efisien dan Efektif 
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Pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 

dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna 

dan berhasil guna. 

g. Asas Seimbang 

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus 

dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta 

pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara. 

h. Asas Terpadu 

Penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 

dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan 

kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina. 

i. Asas Mandiri 

Upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui 

pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional. 

Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan : 

a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, 

selamat, tertib, lancar, terpadu dengan moda angkutan lain untuk 

memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan 

bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. 

b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan 

c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
76
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Undang-undang lalu lintas berlaku untuk membina dan menyelenggarakan 

lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui: 

a. Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang di jalan 

b. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung 

lalu lintas dan angkutan jalan, dan 

c. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan 

bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan 

rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan 

jalan.
77

 

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kegiatan pelayanan langsung 

kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum 

dan/atau masyarakat. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan oleh 

pemerintah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-

masing meliputi: 

a. Urusan pemerintah di bidang jalan, oleh kementerian Negara yang 

bertanggung jawab di bidang jalan. 

b. Urusan pemerintah di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan 

jalan, oleh kementerian Negara yang bertanggungjawab di bidang sarana 

dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. 
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c. Urusan pemerintah di bidang pengembangan industri lalu lintas dan 

angkutan jalan, oleh kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang 

industri. 

d. Urusan pemerintah di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan 

angkutan jalan oleh kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang 

pengembangan teknologi, dan 

e. Urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor 

dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa 

lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh kepolisian Negara republik 

Indonesia.
78

 

D. Tinjauan Umum Tentang Trans Metro Pekanbaru 

1. Sejarah Trans Metro Pekanbaru 

Sejak pertengahan Juni 2009, Kota Pekanbaru telah memiliki fasilitas 

angkutan umum dengan mengedepankan paradigma pelayanan angkutan umum 

yang baru dan berbeda dari sistem sebelumnya. Pemerintah Kota Pekanbaru 

bekerja sama dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, 

meluncurkan sistem angkutan umum massal berbasis bus, yaitu sistem bus Rapit 

Transit dinamakan Trans Metro Pekanbaru untuk memberikan pelayanan 

angkutan umum bagi warga Kota Pekanbaru dan wilayah sekitarnya.
79

 

Pengelolaan Trans Metro Pekanbaru dilaksanakan oleh PD. Pembangunan 

Pekanbaru, dibawah Koordinator dan Pengawasan Dinas Perhubungan Kota 
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Pekanbaru. Sebanyak 75 (tujuh puluh lima) unit armada bus, salah satu tujuan 

penting dalam mengembangkan sistem angkutan umum masal adalah 

menciptakan kesinambungan proses dalam pelayanan dan operasional yang 

berkaitan dengan kebutuhan publik. 

Supaya berkelanjutan proses tersebut dapat terlaksana dengan baik dan guna 

meningkatkan kinerja PD Pembangunan Pekanbaru sebagai pengelola Trans 

Metro Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru berencana untuk menerapkan pola 

pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Pelayanan publik yang 

terjangkau tanpa berorientasi kepada keuntungan, perlu didukung dengan suatu 

standar pelayanan yang menjamin kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh 

pemerintah sebagai salah satu indicator kesejahteraan masyarakat. 

 

 

 

 

2. Visi dan Misi Perusahaan 

Bagi suatu perusahaan visi dan misi memiliki peranan yang sangat penting 

untuk menentukan arah kebijakan dan tujuan perusahaan yang ingin dicapai. 

Maka dari itu adapun visi dan misi perusahaan adalah sebagai berikut:
80

 

a. Visi 
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Untuk memastikan bahwa kebutuhan publik akan layanan angkutan 

umum yang baik dapat disediakan dengan standar yang minimal bagi 

masyarakat. 

b. Misi 

1. Melaksanakan pelayanan angkutan umum masal di perkotaan yang aman, 

nyaman, terjadwal dan andal. 

2. Mewujudkan kemandirian pengelolaan yang profesional. 

3. Mewujudkan pola kinerja petugas dan operator. 

4. Melaksanakan reformasi sistem angkutan umum dan budaya penggunaan 

angkutan umum. 

5. Memberikan solusi terhadap permasalahan angkutan umum disektor 

angkutan umum. 

6. Mengembangkan sistem angkutan umum yang terintegritas. 

7. Mengembangkan struktur institusi yang berkesinambungan. 

8. Mengembangkan sistem kelembagaan dengan berlandaskan akuntabilitas 

dan transparan. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Trans Metro Pekanbaru 

Terhadap Kecelakaan Dalam Pengangkutan Penumpang 

Transportasi merupakan hal yang sudah lumrah ditemukan di banyak 

tempat. Seluruh wilayah di Indonesia memiliki alat transportasi yang saling 

menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya. Pentingnya transportasi 

bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan 

geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang 

terdiri dari sebagian besar laut sungai dan danau yang memungkinkan 

pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau 

seluruh wilayah Indonesia.
81

 

Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan atau 

penumpang dari suatu tempat ke tempat lain.
82

 Transportasi merupakan alat yang 

memiliki esensi yaitu untuk mempermudah aktivitas masyarakat dalam mencapai 

lokasi tujuan. Kemajuan zaman menuntut manusia untuk berlaku cekatan dan 

memiliki totalitas dalam beraktivitas. Transportasi sudah menjadi kebutuhan 

primer yang melekat dengan seluruh aktivitas manusia. Hal ini dikarenakan 

kedekatan manusia dengan aktivitasnya seakan-akan tak berbatas. 
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Berdasarkan pengetahuan penumpang menjelaskan tentang Tanggung 

Jawab Perusahaan Daerah Trans Metro Terhadap Kecelakaan disaat pengangkutan 

adalah sebagai berikut: 

Tabel III.I 

Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Trans Metro Terhadap 

Kecelakaan Disaat Pengangkutan 

 

No Kuesioner Jawaban Responden Persentase % 

1 Ada 5 20% 

2 Tidak Ada 15 80% 

 Jumlah 20 orang 100% 

 Sumber : Data Olahan 2021 

Pada table di atas, diketahui pengetahuan penumpang menjelaskan tentang 

Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Transmetro Terhadap Kecelakaan disaat 

pengangkutan yaitu tidak ada, hal ini dapat dibuktikan bahwa dari hasil jawaban 

penumpang menjawab tidak ada sebanyak 25 orang dari 30 responden atau 80%. 

Dari keterangan tersebut dapat penulis katakan bahwa tanggung jawab perusahaan 

Daerah Trans Metro Terhadap Kecelakaan disaat pengangkutan tidak ada 

dilakukan pihak pengangkut karena disebabkan terkadang kecelakaan hanya 

kecelakaan ringan.
83

 

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa, masalah pertanggung jawaban 

itu dialihkan kepada perusahaan Trans Metro itu sendiri, sedangkan Dinas 
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Perhubungan hanya menjadi sarana fasilitator untuk Transmetro tersebut dan 

sebagai pengawas. Wawancara ini dilakukan bersama Bapak Sarwono, S.ST 

(TD), MT.
84

 

Penulis mewancarai dari PT. Trans Metro Bapak Elvian Effendi sebagai 

Supervisor beliau menjelaskan bahwasanya jika terjadi kecelakaan maka 

dilakukan secara kekeluargaan terlebih dahulu antara pramudi dan korban, jika 

tidak ditemukannya jalan keluar maka kasus dibawa ke jalur hukum. Dan dari 

perusahaan sendiri akan memberikan kompensasi perusahaan dan sebagian lagi 

dari gaji keryawan, hal ini tergantung dari besar kecilnya kecelakaan tersebut.
85

 

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan bebagai 

kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, 

perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara 

membantai berbagai kepentingan di lain pihak.
86

 Kepentingan hukum adalah 

mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas 

tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan 

dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum 

lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh 

masyarakat pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk 

mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara 
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perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan 

masyarakat.
87

  

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan 

untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, 

melainkan juga predektif dan antipatif. Perlindungan hukum merupakan gambaran 

dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni 

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu 

perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, 

baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik 

yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan 

hukum.
88

 Hukum dapat diartikan sebagai ketentuan atau pedoman yang digunakan 

oleh aparat penegak hukum untuk mengatur permasalahan hidup manusia 

bermasyarakat/pranata sosial. Sedangkan tujuannya untuk menciptakan tatanan 

kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta ketertiban, keamanan dan 

kelangsungan hidup masyarakat serta memberikan rasa keadilan bagi semua 

pihak. 

Keberadaan kendaraan umum menjadi sangat penting bagi kepentingan 

masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Bus patas identik dengan 

model yang mewah serta memiliki tingkat kenyamanan yang lebih baik jika 

dibandingkan dengan bus non-patas. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 141 
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

bahwa perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal 

yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan 

dan keteraturan.  

Berdasarkan teori-teori tentang tujuan hukum sebagaimana yang telah 

diuraikan maka dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa jika tujuan hukum 

semata-mata hanya untuk mewujudkan keadilan saja maka tidak seimbang 

sehingga akan bertentangan dengan kenyataan. Sebaliknya akan terjadi juga 

kesenjangan jika tujuan hukum hanya untuk mewujudkan hal-hal yang berfaedah 

atau yang sesuai dengan kenyataan karena akan bertentangan dengan nilai 

keadilan. Hanya untuk mewujudkan kepastian hukum saja, maka akan menggeser 

nilai keadilan maupun nilai kegunaan dalam masyarakat. Sehingga kita harus 

melihat tujuan hukum dari ketiga nilai dasar hukum, yakni nilai keadilan, 

kegunaan, dan manfaat dan kepastian hukum.
89

 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan mengatur asas dan tujuan pengangkutan. Adapun asas 

penyelenggaraan lalu lintas, yaitu : 

a. Asas transparansi. 

2. Asas akuntabel. 

3. Asas berkelanjutan. 

4. Asas partisipatif. 
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5. Asas bermanfaat. 

6. Asas efisiensi dan efektif. 

7. Asas seimbang. 

8. Asas terpadu. 

9. Asas mandiri. 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan menyebutkan mengenai tujuan dari lalu lintas dan angkutan jalan, 

yaitu:
90

 

a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, 

tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain yang mendorong 

perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh 

persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat 

bangsa.  

b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa. 

c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. 

Supaya berkelanjutan proses tersebut dapat terlaksana dengan baik dan guna 

meningkatkan kinerja PD. Pembangunan Pekanbaru sebagai pengelola Trans 

Metro Pekanbaru, pemerintah kota Pekanbaru berencana untuk menerapkan Pola 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Pelayanan publik yang 

terjangkau tanpa berorientasi kepada keuntungan, perlu didukung dengan suatu 

standar pelayanan yang menjamin kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh 
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pemerintah sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dikenal 

sebagai Standar Pelayanan Minimal.  

Berdasarkan konsideran menimbang Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, menyatakan bahwa jalan sebagai salah satu 

prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pembangunan kehidupan 

berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, 

wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan 

umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional 

mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial 

dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan 

pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan 

pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional 

untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk 

struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.
91

 Untuk 

terpenuhinya peranan jalan sebagaimana mestinya, pemerintah mempunyai hak 

dan kewajiban menyelenggarakan jalan.  

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 

2004 Tentang Jalan, menyatakan bahwa Pengaturan penyelenggaraan jalan 

bertujuan untuk: 

1. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan. 
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2. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan. 

3. Mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian 

layanan kepada masyarakat. 

4. Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada 

kepentingan masyarakat. 

5. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk 

mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.  

6. Mewujudkan pengusaha jalan tol yang transparan dan terbuka.
92

 

Setiap kecelakaan pengangkutan darat selalu menimbulkan kerugian bagi 

penumpang yang tentu saja melahirkan permasalahan hukum, khususnya 

berkenaan dengan tanggung jawab perusahaan pengangkutan darat terhadap 

penumpang dan pemilik barang baik sebagai para pihak dalam perjanjian 

pengangkutan maupun sebagai konsumen, selain itu persoalan lain yang dihadapi 

konsumen yaitu keterlambatan pelaksanaan pengangkutan darat yang terkadang 

melebihi batas toleransi. Tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap 

permasalahan tersebut.
93

 

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal 

ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh 

hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang 

dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama 
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manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan 

kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.
94

 

Hukum harus dapat memberikan kepastian hukum bagi siapa saja yang 

tunduk dibawahnya. KUHPerdata memberikan perlindungan hukum bagi para 

pihak untuk membuat perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak dimana orang 

bebas, membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya 

dan syarat syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak tertentu, dan bebas 

memilih undang-undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu, serta 

dengan asas itikad baik. Dalam suatu perjanjian, orang bebas membuat perjanjian, 

bebas menentukan isi, luas, dan bentuk perjanjian, asalkan tidak bertentangan 

dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Perjanjian tersebut 

tentu mempunyai asas-asas hukum. 

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum 

untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan 

kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan 

kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat 

preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik secara 

tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. 

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang 

telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.  Di dalam Kamus Bahasa Indonesia 

hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, 
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kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh 

undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk 

menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu 

yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).
95

 

Tanggung jawab merupakan suatu keadaan dengan mana seseorang wajib 

untuk menanggung segala sesuatunya yang merugikan pihak lain. Menurut W.J.S 

Poerwadarminto, tanggung jawab diartikan sebagai sesuatu keharusan yang di 

sertai dengan sanksi, apabila terdapat sesuatu yang merugikan pihak lain, dalam 

keadaan wajib menanggung segala sesuatu tersebut.
96

 Mengenai tanggung jawab 

terhadap pihak lain diluar alat angkutan seperti yang telah di jelaskan sebelumnya 

diatur didalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

pada Pasal 1365 KUH Perdata, 1366 KUH Perdata, 1367 KUH Perdata Serta 1371 

KUH Perdata. 

Angkutan pada dasarnya adalah sarana untuk memindahkan orang dan atau 

barang dari satu tempat ke tempat lain. Tujuannya membatu orang atau kelompok 

orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki atau mengirimkan barang 

dari tempat asalnya ke tempat tujuannya dengan menggunakan sarana angkutan 

berupa kendaraan. Angkutan Umum Penumpang adalah angkutan penumpang 
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yang menggunakan kendaraan umum yang dilakukan dengan sistem sewa atau 

bayar.
97

 

B. Upaya Penyelesaian Dari Pengangkut Transmetro Pekanbaru Yang 

Terjadi atas kecelakaan yang dilakukan Oleh Pengangkut 

Disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang mulai tanggal 

22 Juni 2009 merupakan awal perubahan sistem dalam pengaturan lalu lintas dan 

penerapan sanksi atas pelanggaran lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah berjalan tahap sosialisasinya 

kepada warga masyarakat Indonesia yang sebagai subyek hukum dari undang-

undang tersebut.  

Terkait dengan angkutan jalan umum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Bab I Ketentuan Umum 

mendefinisikan Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang 

digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. PP 

No.41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan pada Bab I Ketentuan Umum 

mendefinisikan transportasi adalah pergerakan manusia, barang dan informasi dari 

suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, cepat, murah dan sesuai 

dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
98
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Berdasarkan pengetahuan penumpang menjelaskan tentang upaya 

penyelesaian dari pengangkut Trans Metro Pekanbaru yang terjadi atas kecelakaan 

yang dilakukan oleh pengangkut adalah sebagai berikut: 

Tabel III.2 

Upaya Penyelesaian Dari Pengangkut Trans Metro Pekanbaru Yang 

Terjadi atas Kecelakaan yang dilakukan oleh Pengangkut 

 

No Kuesioner Jawaban Responden Persentase % 

1 Musyawarah 

dengan ganti rugi 

20 orang 100% 

2 Musyawarah 

dengan tidak ganti 

rugi 

- - 

 Jawaban 20 orang 100% 

       Sumber : Data Olahan 2021 

Pada tabel di atas, diketahui pengetahuan penumpang menjelaskan tentang 

Upaya Penyelesaian Dari Pengangkut Trans Metro Pekanbaru Yang Terjadi atas 

kecelakaan yang dilakukan Oleh Pengangkut yaitu musyawarah dengan ganti rugi, 

hal ini dapat dibuktikan bahwa dari hasil jawaban penumpang menjawab 

musyawarah dengan ganti rugi sebanyak 30 orang dari 30 responden atau 100%. 

Dari keterangan tersebut dapat penulis katakan bahwa Upaya Penyelesaian Dari 

Pengangkut Trans Metro Pekanbaru yang terjadi atas kecelakaan yang dilakukan 

oleh Pengangkut. 

Hasil wawancara penulis dengan supervisor PT. Trans Metro Pekanbaru 

juga menjelaskan bahwa upaya penyelesaian dari pengangkutan Transmetro 

Pekanbaru yang terjadi atas kecelakaan yang dilakukan oleh pengangkut adalah 
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kenyataannya masih sering pengemudi angkutan melakukan tindakan yang dinilai 

dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, oleh sebab itu jika terjadi 

kecelakaan maka sepenuhnya akan di tanggung oleh pengemudi walaupun dari 

perusahaan akan memberikan kompensasi namun pengemudi akan bertanggung 

jawab sebisanya, yang mana setiap prosesnya akan dimulai dengan mediasi secara 

kekeluargaan terlebih dahulu.
99

 

Angkutan umum memiliki peranan penting dalam pembangunan 

perekonomian, untuk menuju keberlanjutan angkutan umum memerlukan 

penanganan serius. Angkutan merupakan elemen penting dalam perekonomian 

karena berkaitan dengan distribusi barang, jasa, dan tenaga kerja, serta merupakan 

inti dari pergerakan ekonomi di kota, berbagai bentuk moda angkutan umum 

dengan karakteristik dan tingkat pelayanan yang diberikan mewarnai 

perkembangan sistem angkutan umum kota yang seharusnya berorientasi kepada 

kenyamanan dan keamanan sehingga dapat bersaing dengan angkutan pribadi.
100

 

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat 

penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi 

masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan 

geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang 

terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan 

pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau 

seluruh wilayah Indonesia. 
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Secara umum, masyarakat yang melakukan pergerakan dengan tujuan yang 

berbeda-beda membutuhkan sarana penunjang pergerakan berupa angkutan 

pribadi (mobil, motor) maupun angkutan umum (paratransit dan masstransit). 

Angkutan umum paratransit merupakan angkutan yang tidak memiliki rute dan 

jadwal yang tetap dalam beroperasi disepanjang rutenya, sedangkan angkutan 

umum masstransit merupakan angkutan yang memiliki rute dan jadwal yang tetap 

serta tempat pemberhentian yang jelas.
101

 

Pengertian pengguna jasa menurut Pasal 1 angka 20 UU No. 22 Tahun 2009 

adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan umum, 

sedangkan penumpang adalah orang yang mengikatkan diri kepada pihak 

pengangkut. Keberadaan Angkutan Umum bertujuan untuk menyelenggarakan 

angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang baik dan 

layak antara lain mencakup pelayanan yang aman, nyaman, cepat, dan biaya 

murah. 

Angkutan memegang peranan yang sangat vital karena tidak hanya sebagai 

alat fisik, alat yang harus membawa barang-barang yang diperdagangkan dari 

produsen ke konsumen, tetapi juga sebagai alat penentu harga dari barang-barang 

tersebut. Transportasi sebagai dasar untuk perkembangan ekonomi dan 

perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi menyebabkan adanya 

spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya, 

adat istiadat dan budaya suatu bangsa atau daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu 
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negara atau bangsa tergantung pada tersedianya pengangkutan dalam negara atau 

bangsa yang bersangkutan.
102

 

Tujuan yang dicapai dalam pengembangan ekonomi ada beberapa, seperti 

halnya untuk meningkatkan pendapatan nasional, bidang-bidang usaha dan 

daerah-daerah, meningkatkan jenis dan jumlah barang jadi dan jasa yang dapat 

dihasilkan para konsumen, industri dan pemerintah. Industri nasional 

mengembangkan diri sehingga dapat menghasilkan devisa serta men-supply 

pasaran dalam negri dan yang terakhir untuk menciptakan dan memelihara 

tingkatan kesempatan kerja bagi masyarakat.
103

 

Masyarakat yang melakukan kegiatan dengan tujuan yang berbeda-beda 

membutuhkan sarana penunjang pergerakan berupa angkutan pribadi (mobil, 

motor) maupun angkutan umum. Kebutuhan akan angkutan penumpang 

tergantung fungsi bagi kegunaan seseorang (personal place utility). Seseorang 

dapat mengadakan perjalanan untuk kebutuhan pribadi atau keperluan usaha.  

Bila seorang penumpang mengajukan tuntutan ganti rugi karena luka atau 

lain-lainnya kepada pengangkut, cukuplah bila dia mendalilkan bahwa dia 

menderita luka disebabkan pengangkutan itu. Jika tuntutan itu dibantah oleh 

pengangkut, maka pengangkut harus membuktikan bahwa kelalaian atau 

kesalahan tidak ada padanya. Bila pembuktian pengangkut ini berhasil, maka 

giliran penumpang yang harus membuktikan adanya kelalaian atau kesalahan pada 

pengangkut. Jadi kalau ada tuntutan ganti rugi dari penumpang yang menderita 
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luka-luka, maka beban pembuktian terletak di atas pundak pengangkut, bahwa dia 

tidak lalai atau salah.  

Hukum adalah tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang 

perilaku manusia.
104

 Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan 

tunggal, tetapi seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat 

dipahami sebagai suatu sistem. Sehingga konsekuensinya adalah tidak mungkin 

memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja. Menurut Van 

Apeldoorn tujuan hukum adalah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara 

damai dan adil. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan 

melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, 

kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap yang merugikannya. 

Aristoteles dalam buah pikirnya Etichea dan Rhetoricha menyatakan hukum 

mempunyai tugas yakni memberikan kepada setiap orang apa yang berhak 

diterimanya. Anggapan ini berdasarkan etika dan Aristoteles berpendapat bahwa 

hukum bertugas hanya membuat keadilan. Sedangkan menurut Van Kant, tujuan 

hukum adalah untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia sehingga kepentingan 

itu tidak dapat diganggu oleh manusia lain. Dengan kata lain hukum bertujuan 

untuk melindungi hak-hak setiap manusia yang diakui dan diatur oleh hukum. 

Menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran penyedia jasa dimana disini 

angkutan umum dalam memperhatikan tingkat keselamatan dan kenyamanan 

penumpang sebagai pengguna jasa dan juga dari segi penumpang sendiri kurang 
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mengerti bahwa hak-hak mereka untuk mendapatkan kenyamanan dan 

keselamatan dalam memakai jasa angkutan umum telah terabaikan.  

Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah 

konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang 

bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul 

tanggung jawab, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila 

perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Menurut Hans Kelsen 

dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang 

bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia 

memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab 

atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian didalam skripsi ini, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Trans Metro Terhadap Kecelakaan adalah 

bahwasanya tanggung jawab dari pihak Trans Metro dapat berupa keselamatan 

dan kenyamanan ini sangat penting karena, jasa keselamatan merupakan hal 

yang paling utama dibutuhkan maupun kenyamanan, apalagi ini merupakan 

angkutan umum yang digunakan orang ramai. Apabila masyarakat merasa 

terjaga keselamatan dan kenyamanannya berada didalam bus maka akan 

berdampak terhadap peningkatan penumpang TMP (Trans Metro Pekanbaru). 

Jasa keselamatan kami bekerja sama dengan jasa raharja mengasuransikan 

penumpang setelah menerima tiket dari pramugara. 

2. Upaya Penyelesaian Dari Pengangkut Trans Metro Pekanbaru Yang Terjadi 

atas kecelakaan yang dilakukan oleh Pengangkut adalah kenyataannya masih 

sering pengemudi angkutan melakukan tindakan yang dinilai dapat 

menimbulkan kerugian bagi penumpang, baik itu kerugian secara nyata dialami 

oleh penumpang (kerugian materil), maupun kerugian yang secara immateril 

seperti kekecewaan dan tidak nyamanan yang dirasakan oleh penumpang 

seperti tindakan pengemudi yang mengemudi secara tidak wajar sehingga 

menyebabkan terjadinya kecelakaan dan penumpang yang menjadi korban, 
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oleh sebab itu jika terjadi kecelakaan disaat pengangkutan maka upaya 

penyelesaian dari pengangkut. 

B. SARAN 

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran, yaitu : 

1. Pembangunan Bus Trans Metro Pekanbaru merupakan suatu cara atau ide yang 

cemerlang dalam rangka untuk mengurangi angka kemacetan dan risiko angka 

kecelakaan. Maka perlu adanya pembangunan jalur khusus. Serta dalam 

pemberian ganti rugi juga harus memperhatikan keadaan masing-masing pihak 

dan kondisi korban yang dirugikan sehingga korban atau ahli waris atau pihak 

yang bertanggung jawab sama-sama tidak akan merasa diberatkan dalam 

melakukan pengobatan dan lain-lain. Selain itu, pihak perusahaan juga 

sebaiknya setelah memberikan biaya ganti rugi seharusnya tidak langsung 

lepas tangan dengan keadaan korban atau ahli waris, perlu adanya pemantauan 

lebih lanjut. 

2. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap pihak ketiga sebaiknya harus maksimal 

jika terbukti pekerja yang bekerja dibawah pengawasannya melakukan suatu 

perbuatan melawan hukum. Dikarenakan kerugian yang diderita oleh pihak 

ketiga bukan hanya sekedar kerugian fisik namun juga kerugian berupa 

rusaknya kendaraan bermotor yang dikendarai. 
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